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Abstract: The study aims to answer  the question of how the role of BAZNAS Rejang Lebong  Regency in  implementing Law 
no. 23 of 2011 on the collection and distribution of zakat. How is the impact of the implementation of Law no. 23 Year 2011 on 
the management of zakat ?. And What are the constraints and strategies facing BAZNAS Rejang Lebong Regency in implement- 
ing the Act on the management of zakat ?. This research  is a qualitative  research  using research  approach, phenomenological, 
sociological and  historical approach. This research  uses field research  type (field research), that is a research  conducted inten- 
sive, detailed  and  deeply  to a certain  object.  Data  Collection  Techniques This research  is primary  data  and  secondary data. 
In accordance with the characteristics  of empirical  legal research   using  secondary  data   as  the   initial  data  obtained  from 
primary   and  secondary legal materials,  then  continued with primary  data  or field data  obtained from documents, interviews 
and  observations. The results showed;  First, that the implementation of Law no. 23 Year 2011   in  the  management  of zakat 
has  run  optimally  in  accordance with  the mandate of the Act. Second, the implications of the implementation of the Law on 
the management  of zakat  has given a positive effect. Proven  with ZIS  funds received  in 2012-2016 there  is an increase  and 
ZIS funds have been distributed to mustahiq. Thirdly, the obstacles faced by BAZNAS Rejang Lebong Regency in implementing 
the Zakat Law are: (a) The absence of sanction  for muzakki not paying zakat, (b) Some people  consider  BAZNAS Kab. Rejang 
Lebong  is the same  as a community organization, whereas  BAZNAS is the official government institution   regulated  by  law. 
(C)  There   are   still  many   people   who   are   less concerned about  the obligations  of zakat and  the lack of zakat awareness 
through  an institution.  (D) Most Dhuafa  ‘consider BAZNAS’s assistance  as consumptive. The Strategy pursued by BAZNAS in 
the management of zakat are: First, BAZNAS cooperates with Rejang  Lebong  Regency  Government  so  that  it is issued Lo- 
cal Regulation and Regulation of Bupati. Secondly,  BAZNAS’s effort in managing ZIS is by way of socialization and cooperation 
with religious leaders  and   community  leaders.   Thirdly,  Mustahiq   who   is  reluctant   to  return   t he productive  zakat funds 
then for the fund the continuation is not given anymore. 
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Abstrak: Penelitian bertujuan untuk  menjawab permasalahan bagaimanakah peran  BAZNAS Kabupaten Rejang  Lebong 
dalam  mengimplementasikan UU No. 23 Tahun  2011  terhadap pengumpulan dan  pendistribusian zakat. Bagaimana dampak 
penerapan UU No. 23 Tahun  2011  terhadap pengelolaan zakat ?. Serta Apa saja kendala dan strategi yang dihadapi BAZNAS 
Kabupaten Rejang Lebong  dalam  mengimplementasikan UU tersebut  terhadap pengelolaan zakat ?. Penelitian ini merupakan 
penelitian  kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian, pendekatan fenomenologis, sosiologis dan  historis. peneli- 
tian ini memakai jenis penelitian  lapangan (field research), yaitu suatu penelitian  yang dilakukan  secara  intensif, terperinci  dan 
mendalam terhadap suatu objek tertentu.  Teknik Pengumpulan Data penelitian  ini adalah data primer dan data  sekunder.  Se- 
suai  dengan karakteristik  penelitian   hukum   empiris menggunakan data  sekunder sebagai  data  awalnya  yang diperoleh dari 
bahan- bahan hukum  primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari 
dokumen,wawancara dan observasi.  Hasil penelitian  menunjukkan; Pertama, bahwa  implementasi UU No. 23 Tahun  2011 da- 
lam pengelolan zakat sudah  berjalan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang. Kedua, Implikasi pelaksanaan UU 
tersebut terhadap pengelolaan zakat sudah  memberikan pengaruh yang positif. Terbukti   dengan dana ZIS yang diterima pada 
tahun  2012-2016 terjadi peningkatan dan  dana ZIS tersebut  telah didistribusikan  kepada mustahiq. Ketiga, Adapun  kendala 
yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong  dalam  mengimplementasikan UU zakat tersebut  di antaranya adalah: (a) 
Belum adanya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat, (b) Sebagian masyarakat menganggap BAZNAS Kab. Rejang 
Lebong   sama   dengan  organisasi   kemasyarakatan, padahal  BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah yang diatur  oleh 
Undang-Undang. (c) Masih banyaknya masyarakat yang kurang  peduli  terhadap kewajiban  zakat dan  kurangnya kesadaran 
berzakat  melalui sebuah lembaga. (d) Sebagaian besar  Dhuafa    menganggap bantuan BAZNAS adalah konsumtif.  Adapun 
Strategi yang diupayakan    BAZNAS  dalam   pengelolan  zakat  yaitu  :  Pertama,  BAZNAS menjalin  kerjasama dengan Pe- 
merintah Kabupaten Rejang  Lebong  sehingga  diterbitkan  Peraturan Daerah dan  Peraturan Bupati.  Kedua,  Upaya  dilakukan 
BAZNAS dalam   mengelola   ZIS yaitu  dengan cara  sosialisai  dan,   kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. 
Ketiga, Mustahiq yang enggan  mengembalikan dana zakat produktif maka untuk dana kelanjutannya tidak diberikan  lagi. 
 





Islam merupakan agama yang bisa memberikan 
rahmat  kepada manusia di dunia  dan  di akhirat nanti. 
Islam sangat  memegang tinggi prinsip solidaritas   yang 
hakiki,  banyak   sekali  ajaran   Islam  yang  menganjur- 
kan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk memegang 
prinsip mulia yang disyariatkannya. Di antara rasa  ke- 
bersamaan   itu dapat dilihat dari konsep  saling meng- 
hormati,  saling  menyayangi, saling  membahu, tolong 
menolong, sedekah, zakat dan lainnya. 
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Sebagaimana dikutip oleh  Fakhruddin dalam  bu- 
kunya  yang  berjudul  Fiqh   dan    Manajemen   Zakat 
Di   Indonesia,Yusuf Qardhawi  menyatakan bahwa 
zakat adalah ibadah maliyah ijtima’iyah  yang  memi- 
liki posisi  dan  peranan yang  penting,   strategis  dan 
menentukan.1 Artinya,  zakat    itu tidak  hanya  berdi- 
mensi maliyah (harta/ materi) saja, akan tetapi juga 
berdimensi ijtima’iyah (sosial). Oleh karena  itu, zakat 
mempunyai hikmah  dan  manfaat yang  begitu  besar 
dan  mulia,  baik  yang  berkaitan  dengan orang  yang 
berzakat   (muzakki),  orang   yang   berhak   menerima 
zakat  (mustahiq), harta  yang  dikeluarkan zakatnya, 
maupun bagi masyarakat keseluruhan. 
Negara   Republik   Indonesia  merupakan  negara 
yang berpenduduk dengan mayoritas  Islam dan  bah- 
kan menjadikan negara  satu-satunya muslim terban- 
yak  di  dunia   dibandingkan dengan  negara-negara 
lain walaupun negara  Republik   Indonesia  bukanlah 
negara   yang   berideologikan  Islam.  Selaras  dengan 
itu, peran  serta  masyarakat muslim Indonesia dalam 
hal ini melalui zakat mempunyai peluang  yang besar 
untuk  mewujudkan tujuan  negara  Republik  Indone- 
sia. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Un- 
dang- Undang  Dasar Negara Republik Indonesia yang 
berisikan “memajukan kesejahteraan dan mencerdas- 
kan kehidupan bangsa”. 
Zakat juga, diharapkan menjadi  suatu sistem yang 
secara  struktural mampu mengatasi masalah kemiski- 
nan  dan  mendorong perkembangan perekonomian 
masyarakat dan  perekonomian bangsa. Bahkan  un- 
tuk nilai etis dalam  aspek zakat semestinya harus  dan 
terus digali serta  ditumbuhkembangkan, seperti  pen- 
gentasan kemiskinan   dan  pemberdayaan  ekonomi. 
Pemahaman tentang  zakat  akan  berdampak kepada 
pemikiran tentang bagaimana mengelola  sumber- 
sumber   ekonomi   secara   lebih  rasional   dan  efisien, 
supaya   dampak   sosial   yang    dicita-citakan    oleh 
Islam  dan   cita-cita negara  Indonesia tercapai  secara 
optimal.2 
Legalitas  pengelolahan zakat  di  Indonesia  telah 
dimulai dengan lahirnya  Undang-undang No. 38 Ta- 
hun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat dengan 10 bab 
dan  25 pasal.  Yang berisikan  pada  bab  I tentang  Ke- 
tentuan Umum Tentang  Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab 
II tentang Asas dan Tujuannya terdiri dari 2 pasal. Bab 
III tentang  Organisasi  Pengelolaan Zakat terdiri dari 5 
pasal.  Bab IV tentang  Pengumpulan Zakat terdiri dari 
5 pasal.  Bab V tentang  Pendayagunaan Zakat terdiri 
dari  2 pasal.  Bab  VI tentang  Pengawasan Zakat  ter- 
diri dari  3 pasal.  Bab  VII tentang  Sanksi  Dalam  Pe- 
langgaran Zakat terdiri dari 1 pasal.  Bab VIII tentang 
 
 
1Ibnu  Katsir, Tafsir  al-Quran   al-Azhim  Juz  4  (Beirut:  Dar  al-Taibah, 
1999), h. 207 
2IM. Dawan Raharjo, Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Is- 
lam (Bandung:  Mizan, 1989), h. 150 
Ketentuan-ketentuan Lain terdiri dari 2 pasal.  Bab IX 
tentang  Ketentuan  Peralian  terdiri dari 1 pasal. Bab X 
tentang  Ketentuan  Penutup UU Zakat terdiri 1 pasal. 
disahkan oleh presiden  Republik Indonesia Bacharud- 
din Jusuf Habibie  pada  tanggal 23 september 1999.3 
Peran    pemerintah  (regulator,    operator,  penga- 
was)   dalam    mengurus zakat   justru   dirasakan se- 
bagai  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat.  Paling 
tidak  ada    berbagai  pertimbangan  logis   dan   real- 
istis   pentingnya   negara  mengintervensi dalam  pen- 
gelolaan  zakat.4 
Dalam  Peraturan Bupati  Nomor  36  Tahun  2014 
pasal  12  ayat  1 yang  berbunyi;  Setiap  pembayaran 
gaji untuk  PNS/Karyawan/Pejabat lainnya  yang  bek- 
erja   di   lingkungan    Pemerintah   Daerah,   instansi 
vertikal,   BUMN   dan  BUMD atau  lembaga daerah 
lainya,  dikenakan pemotongan zakat penghasilan 
sebesar  2,5  % dari  jumlah  gaji sesuai  dengan daftar 
gaji yang  jumlahnya setara  atau  di atas  nisab  zakat 
penghasilan.  Untuk  mendukung  program  pemerin- 
tah berdasarkan   Undang-undang   di  atas    karena 
Kabupaten   Rejang    Lebong  memiliki prospek  yang 
bagus   untuk   mengelola   dana   dan   harta   kekayaan 
kaum  muslimin  yang  cukup  potensial  terutama yang 
bersumber dari zakat, infak dan sadaqah.16 
Perlu diketahui  bahwa  potensi  zakat di Kabupaten 
Rejang  Lebong sangat besar, sehingga BAZNAS Kab. 
Rejang Lebong  telah mengupulkan dana  zakat, infaq 
dan sadaqah mencapai Rp. 2.839.757.900,- (dua mil- 
iar delapan ratus tiga puluh  sembilan  juta tujuh ratus 
lima  puluh  tujuh  ribu  sembilan  ratus)  ditahun  2015 
dan   ditahun   2016   mencapai  Rp.  3.329.696.000,- 
(tiga miliar tiga ratus  dua  puluh  sembilan  juta enam 
ratus sembilan  puluh enam  ribu).5 
Adapun  program-program BAZNAS Kabupaten 
Rejang  Lebong  yang  sudah  di  laksanakan program 
distribusi zakat kepada masyarakat Kabupaten Rejang 
Lebong  yaitu Rejang Lebong  Taqwa,  Rejang Lebong 
Cerdas,  Rejang  Lebong  Sehat,  Rejang  Lebong  Mak- 
mur dan Rejang Lebong  Peduli.6 
Melalui  survey  awal  yang  telah  dilakukan  penu- 
lis, maka  penulis  tertarik  untuk  mengetahui tentang 
pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan Badan 
Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten  Rejang 
Lebong.  Penulis  beranggapan bahwa  wilayah  Kabu- 
paten Rejang Lebong  untuk mendapatkan zakat yang 
optimal.  Apabila  Undang-Undang Nomor  23  Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan 
dengan  baik,  tentunya  permasalahan tentang  kese- 
 
 
3Pagar,  Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan  Agama 
Di Indonesia,  (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 258 
4Kementerian Agama RI, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Na- 
sional  (Jakarta:  Sejahtera  Kita, 2013) h. 112 
5Laporan  Tahunan  Kegiatan  BAZNAS Kabupaten   Rejang  Lebong, 
2015-2016. 
6Profil BAZNAS Kabupaten  Rejang Lebong, 20. 
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jahteraan warga Rejang Lebong selama ini bisa diatasi 
dengan baik pula. 
Sebagaimana kita ketahui  bersama bahwa  profe- 
sionalisme Badan Amil zakat  sebagai pengelola resmi 
pemerintah  seharusnya  memiliki peran   yang sangat 
penting dan dituntut seoptimal mungkin untuk dapat 
menimbulkan rasa  kepercayaan masyarakat terhada- 
pa  lembaga tersebut.  Jika hal itu terjadi,  masyarakat 
akan  menyalurkan zakat dan  infak/sadaqahnya mela- 
lui lembaga resmi  pemerintah, dalam   hal  ini  BAZ- 
NAS Kabupaten  Rejang  Lebong.  Sebaliknya jika si- 
fat  profesianalisme  tidak  optimal  maka  masyarakat 
tidak percaya  dan  bahkan tidak    menganggap akan 
keberadaan BAZNAS tersebut.  Dari survey awal yang 
dilakukan penulis tentang keberadaan BAZNAS Kabu- 
paten  Rejang Lebong sebagai  pengelola resmi pemer- 
intah daerah di wilayah Rejang Lebong menyebutkan 
bahwa  sebagian masyarakat dalam hal ini masyarakat 
muslim yang tinggal di wilayah kabupaten Rejang Leb- 
ong tidak mengetahui tentang keberadaan BAZNAS di 
Kabupaten Rejang Lebong,  kalaupun mereka  menge- 
tahui keberadaanya tetapi mereka tidak percaya  untuk 
menyalurkan zakatnya  melalui  BAZNAS. Sementara 
survey yang dilakukan penulis kepada masyarakat 
muslim Rejang  Lebong  yang  berstatus  Pegawai Neg- 
eri  Sipil  menyimpulkan  bahwa   mereka   telah 
mengetahui   tentang  keberadaan BAZNAS dan  telah 
menyalurkan zakatnya  kepada BAZNAS. Kesimpulan 
sementara penulis menyimpulkan bahwa  ada dua 
golongan  masyarakat Rejang  Lebong  yang  berbeda 




1.  Bagaimana   implementasi Undang-Undang   No. 
23   Tahun  2011    dalam  pengelolaan zakat  pada 
BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong? 
2.  Bagaimana  implikasi   pelaksanaan  Undang-Un- 
dang   No.  23  Tahun   2011   tentang   pengelolaan 
zakat di Kabupaten Rejang Lebong? 
3.  Apa   saja   kendala   dan   strategi   yang   dihadapi 




1.  Untuk    mengetahui   implementasi   Undang-Un- 
dang    No.    23    Tahun  2011  dalam  pengelolaan 
zakat  pada  BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. 
2.  Untuk  mengetahui implikasi pelaksanaan Undang- 
Undang  No. 23 Tahun  2011  tentang  pengelolaan 
zakat di Kabupaten Rejang Lebong. 
3.  Untuk mengetahui kendala  dan  strategi yang dih- 
adapi   BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam 
pengelolan zakat. 
Metode Penelitian 
Penelitian  ini menggunakan beberapa pendekatan 
antara lain: pendekatan fenomenologis yakni penulis 
tidak  hanya  sekedar  berupaya mencari  jawaban ter- 
hadap  pertanyaan-pertanyaan yang   telah   disusun 
secara pasti dan berstruktur, namun harus mengangkat 
masalah-masalah yang bersifat esensial  yang ditemu- 
kan selama  penelitian,  pendekatan sosiologis dan his- 
toris yakni, dimana pendekatan ini tidak terlepas  dari 
bagaimana   pengelolaan  dana    zakat   yang    sebe- 
narnya   didalam  lembaga zakat yang sudah  dipercaya 
hingga bisa sampai pada  sasarannya, dan pendekatan 
hermeneutika hukum   ialah  bagaimana pengelolaan 
dana  zakat berdasarkan UU  yang  sudah  ditetapkan, 
apakah  itu  sudah   sejalan?  Hal inilah yang menjadi 
salah satu tolak ukur penulis untuk melakukan sebuah 
penelitian. Dengan  memahami dan  menganalisis 
permasalahan yang  ada, maka dalam penelitian ini 
penulis  memakai jenis  penelitian  lapangan (field re- 
search),  yaitu suatu  penelitian  yang  dilakukan  secara 
intensif, terperinci  dan  mendalam terhadap suatu  ob- 
jek  tertentu   dengan  mempelajarinya sebagai  kasus. 
Dalam  hal ini penulis  akan  mencoba untuk  mengek- 
splorasi sistem kerja yang diterapkan dalam  pengelo- 
laan dana zakat ini di Kabupaten Rejang Lebong. Pada 
penelitian  ini penulis  menggunakan penelitian  lapan- 
gan  (field research)  dengan alasan  pertama, metode 
field research    ini   lebih   mudah,  hanya    berbentuk 
penjelasan  dan   kata-kata. Kedua,   metode  ini  lebih 
mudah  menyajikan hasil  penelitian   secara langsung 
antara peneliti  dengan responden maupun informan 
dan  ketiga, motode ini lebih peka terhadap pola-pola 
yang terkait dengan permasalah tersebut. 
 
Kajian Teori 
1.  Pengertian implementasi 
Implementasi berasal  dari  bahasa Inggris “imple- 
mentation”  yang   artinya   pelaksanaan, penerapan, 
implementasi.7    Pelaksanaan  berasal   dari  kata  “lak- 
sana”   yang  mendapat awalan   pe  dan   akhiran   an. 
Kata laksana  mengandung pengertian seperti;  tanda 
yang baik, sifat, laku, perbuatan, seperti atau sebagai.8 
Melaksanakan artinya memperbandingkan, menya- 
makan  dengan, melakukan, menjalankan, mengerja- 
kan, dan sebagainya. Sedangkan pelaksanaan adalah 
proses,   cara,   perbuatan  melaksanakan (rancangan, 
keputusan dan sebagainya).9 
Istilah implementasi banyak  dibahas dalam  studi 




7Peter   Salim,   The   Contemporary   English-   Indonesian    Dictionary 
(Jakarta:   Modern English Press, 1996), h. 935 
8Departemen Pendidikan  dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indo- 
nesia (Jakarta:  Balai 
9Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar  Bahasa  In- 
donesia,  h. 627 
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satu  domain   dari  kajian  ini  adalah tentang   imple- 
mentasi  kebijakan.26 Implementasi kebijakan  adalah 
tindakan-tindakan  yang   dilakukan   oleh   seseorang 
atau    kelompok-  kelompok      pemerintah    maupun 
swasta    yang      diarahkan untuk  mencapai   tujuan- 
tujuan yang telah ditetapkan dalam  keputusan- 
keputusan kebijakan  sebelumnya. 
Dari   defenisi   diatas    maka    dapat   disimpulkan 
bahwa  implementasi adalah   serangkaian   tindakan 
yang   dilakukan    oleh   berbagai   aktor pelaksana 
kebijakan  dengan sarana-sarana pendukung ber- 
dasarkan aturan-aturan yang  telah  ditetapkan untuk 
mencapai tujuan  yang telah ditetapkan. 
 
2. Pengertian implikasi 
Implikasi  adalah  kesimpulan;   keterlibatan atau 
keadaan terlibat. Jadi yang dimaksud implikasi dalam 
penelitian  ini adalah dampak pelaksanaan dari  pen- 
erapan Undang-Undang No. 23 Tahun  2011  Tentang 
Pengelolaan Zakat di Kabupaten Rejang Lebong. 
 
3. Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang 
No. 23 tahun 2011 
Pengelolaan zakat yang diatur  dalam  Undang-Un- 
dang  ini meliputi  kegiatan  perencanaan, pengumpu- 
lan,  pendistribusian, dan  pendayagunaan.  Undang- 
Undang   Nomor   23  tahun   2011   ini  telah  disahkan 
oleh Presiden  Republik Indonesia Dr.Susilo Bambang 
Yudhoyono di Jakarta pada  tanggal   25   november 
2011    dan    diundangkan   pada    tanggal    tersebut 
serta masuk  lembaran negara  Republik Indonesia ta- 
hun  2011  nomor  115.  Undang-Undang No 23 tahun 
2011  yang  telah  disahkan tersebut  memuat 11  bab 
yang  terbagi  kedalam 47 pasal.  Bab  1 berisi tentang 
ketentuan umum  yang  memuat 4 pasal,  bab  II berisi 
tentang  Badan Amil Zakat Nasional  yang  memuat 4 
bagian  yang  terdiri dari 16 pasal  yakni pasal  5 sam- 
pai pasal 20. Bab III berisi tentang  bab pengumpulan, 
pendistribusian, pendayagunaan dan  pelaporan yang 
terbagi  menjadi  5 bagian  yang  memuat 9 pasal  dari 
pasal 21 sampai  pasal 29. 
Pada  bab  IV berisi tentang  pembiayaan yang me- 
muat 4 pasal yakni pasal 30 sampai  pasal 33, sedang- 
kan Bab V berisi tentang  pembinaan dan pengawasan 
yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 34 ayat 1, 2 dan 3. 
Adapun  bab  VI berisi terkait peran  serta  masyarakat 
yang  memuat 1 pasal  yakni  pasal  35  yang  memiliki 
3 ayat. 
Pada   bab  VII berisi  tentang   sanksi  Administratif 
yang  hanya  berisi pasal  36,  pasal  VIII berisi tentang 
larangan yang  memuat 2  pasal  37  dan  38.  Bab  IX 
berisi ketentuan pidana yang berisi 4 pasal yakni pasal 
39 sampai  42, Bab X berisi tentang  Ketetntuan perali- 
han yang memuat 1 pasal dan 4 ayat. Sedangkan bab 
XI berisi ketentuan penutup yang  terdiri dari 4 pasal 
yakni pasal 44 sampai  dengan pasal 47. Undang-un- 
dang  ini memiliki aturan  pelaksanaan yang  tertuang 
dalam  Peraturan Pemerintah nomor  14  tahun  2014 
tentang   pelaksanaan  Undang-   undang  nomor   23 
tahun 2011 yang terdiri dari 11 bab dan 86 pasal. 
Penunaian zakat merupakan kewajiban  bagi umat  Is- 
lam yang mampu sesuai  dengan syariat Islam. Zakat 
merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk 
meningkatkan  keadilan,   kesejahteraan  masyarakat, 
dan penanggulangan kemiskinan. 
Dalam  rangka  meningkatkan daya  guna  dan  hasil 
guna,  zakat  harus  dikelola   secara    melembaga   se- 
suai dengan  syariat   Islam,   amanah, kemanfaatan, 
keadilan,  kepastian hukum,  terintegrasi,  dan  akunt- 
abilitas sehingga  dapat meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pelayanan dalam  pengelolaan zakat. Dalam 
upaya   mencapai  tujuan   pengelolaan  zakat,  diben- 
tuk   Badan Amil Zakat    Nasional  (BAZNAS)   yang 
berkedudukan di ibu  kota negara, BAZNAS provinsi, 
dan   BAZNAS  kabupaten/kota.  BAZNAS  merupa- 
kan  lembaga pemerintah nonstruktural yang  bersifat 
mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden 
melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang 
berwenang  melakukan tugas  pengelolaan zakat  se- 
cara nasional.10 
Untuk membantu BAZNAS dalam  pelaksanaan 
pengumpulan,  pendistribusian,    dan     pendayagu- 
naan    zakat,   masyarakat  dapat   membentuk Lem- 
baga   Amil  Zakat  (LAZ).  Pembentukan  LAZ wajib 
mendapat  izin Menteri atau  pejabat  yang  ditunjuk 
oleh Menteri.  LAZ wajib  melaporkan secara  berkala 
kepada BAZNAS atas  pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian, dan  pendayagunaan zakat  yang  te- 
lah diaudit syariat dan keuangan.11 Zakat wajib di- 
distribusikan  kepada mustahik   sesuai dengan syariat 
Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala 
prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 
keadilan,   dan  kewilayahan. Zakat  dapat  didayagu- 
nakan  untuk  usaha   produktif  dalam  rangka  penan- 
ganan   fakir  miskin  dan   peningkatan kualitas  umat 
apabila   kebutuhan dasar  mustahik  telah  terpenuhi. 
Selain   menerima zakat,   BAZNAS  atau   LAZ  juga 
dapat   menerima infak,  sedekah, dan  dana  sosial 
keagamaan lainnya.  Pendistribusian dan  pendaya- 
gunaan infak, sedekah, dan dana  sosial keagamaan 
lainnya  dilakukan  sesuai  dengan syariat  Islam dan 
dilakukan  sesuai  dengan peruntukan yang  diikrar- 
kan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan 




10Kementerian Agama  RI, Standarisasi  Amil Zakat  Di Indonesa,  (Ja- 
karta, 2013), h. 46 
11Kementerian Agama RI, Standarisasi  Amil Zakat Di Indonesa,  h. 59 
1277Kementerian   Agama   RI,  Kompilasi   Peraturan  Dan   Standar 
Pengawasan  Umum Lembaga  Zakat, h. 20 
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Untuk  melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai 
dengan Anggaran  Pendapatan  dan   Belanja   Negara 
dan   Hak   Amil.  Sedangkan  BAZNAS provinsi dan 
BAZNAS kabupaten/kota dibiayai  dengan Anggaran 
Pendapatan dan   Belanja   Daerah    dan   Hak   Amil, 
serta  juga  dapat  dibiayai   dengan Anggaran  Penda- 
patan  dan Belanja Negara. 
Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ini 
menyatakan   bahwa  Zakat  adalah harta  yang  wajib 
dikeluarkan oleh  seorang  muslim  atau  badan usaha 
untuk  diberikan  kepada yang  berhak  menerimanya 
sesuai   dengan syariat  Islam. Dan  penggolongannya 
menurut pasal 4 digolongkan  menjadi  zakat fitrah dan 
zakat mal yang meliputi : a. emas,  perak,  dan  logam 
mulia lainnya;  b. uang  dan  surat berharga lainnya;  c. 
perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan  kehutan- 
an; e. peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g. 
perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.13 
Dalam  pengelolaan zakat   hendaknya  menganut 
asas  Syariat   Islam, Amanah,      Kemanfaatan, Kea- 
dilan, Kepastian Hukum, terintegrasi dan akuntabel 
sebagaimana disebut  dalam  pasal  2  dan  bertujuan 
untuk meningkatkan efektivitas dan  efisiensi pelayan- 
an  dalam  pengelolaan zakat,  meningkatkan manfaat 
zakat   untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
dan  penanggulangan kemiskinan  seperti  disebut  da- 
lam Pasal 3. 
Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerin- 
tah  membentuk BAZNAS yang  berkedudukan di Ibu 
Kota  Provinsi  (pasal  5),  dan  berwenang melakukan 
tugas  pengelolaan  zakat  secara   nasional   (Pasal  6), 
selain itu untuk  membantu BAZNAS dalam  pelaksa- 
naan  pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagu- 
naan  zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 
17), yang wajib mendapatkan izin dari menteri Agama 
atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama (pasal 
18). 
Untuk  melaksanakan kegiatan   operasional BAZ- 
NAS dibiayai  dengan Anggaran  Pendapatan dan  Be- 
lanja Negara  dan  Hak Amil menurut pasal  30, untuk 
BAZNAS provinsi  dan  BAZNAS kabupaten  dibiayai 
dengan Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah 
dan Hak Amil sesuai pasal 31 ayat 1 atau dapat   pula 
dibiayai     oleh    Anggaran     Pendapatan   dan     Be- 
lanja     Negara,  sedangkan untuk  membiayai kegitan 
operasional LAZ dapat menggunakan hak Amil saja, 
hal ini berdasarkan pasal 32. Dalam rangka  Pengum- 
pulan  zakat, muzakki dapat melakukan penghitungan 
sendiri  atas  kewajiban   zakat  yang  wajib  ia  keluar- 
kan  atau  dalam  hal tidak mampu menghitung sendiri 
maka  dapat meminta bantuan kepada BAZNAS  un- 
tuk  menghitungkan  jumlah   zakat  yang  seharusnya 
ia  keluarkan,   hal  ini sebagaimana yang  disebutkan 
dalam  pasal 21 UU nomor  23 tahun  2011.  BAZNAS 
atau  LAZ memberikan bukti  setoran  zakat    kepada 
setiap muzakki yang dapat digunakan sebagai  pengu- 
rang penghasilan kena pajak (pasal 23).14 
 
Pembahasan 
1. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 Dalam Mengelola Zakat Pada BAZNAS 
Kabupaten Rejang Lebong 
Merujuk  kepada Undang-Undang Nomor  23  ta- 
hun 2011 tentang pengelolaan zakat  pasal 1  ayat  (1) 
mengatakan bahwa  Pengelolaan zakat adalah kegia- 
tan perencanaan, pelaksanaan, dan  pengoordinasian 
dalam  pengumpulan, pendistribusian, dan  pendaya- 
gunaan zakat.  Oleh  sebab  itu  BAZNAS Kabupaten 
Rejang Lebong sebagai amil zakat yang dibentuk  oleh 
106   Laporan  Pengumpulan  Dan   Pendisteribusian 
Dana  ZIS Badan Amil Zakat Nasional  Kabupaten Re- 
jang Lebong  Tahun  2013. 
Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  Tentang 
Pengelolan Zakat pasal 1 ayat  (1) pemerintah  untuk 
melaksanakan amanat  Undang-undang dalam  keg- 
iatan  pengelolaan zakat.   BAZNAS    yang  terbentuk 
berfungsi;  Pertama BAZNAS berfungsi  sebagai  per- 
encana pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya- 
gunaan zakat.  Kedua  BAZNAS sebagai  pelaksanaan 
pengumpulan,  pendistribusian dan  pendayagunaan 
zakat.  Ketiga BAZNAS berfungsi  sebagai  pengendali 
pengumpulan,  pendistribusain dan  pendayagunaan 
zakat.  Keempat  BAZNAS berfungsi  sebagai  pelapor 
dan  pertanggungjawaban pelaksanaan  pengelolaan 
zakat. 
Pada  dasarnya tujuan  Undang-Undang zakat  di- 
sahkan   adalah  dalam   rangka   untuk   penggalangan 
dana  zakat yang diyakini sangat  besar,  yang nantinya 
dana  tersebut  dapat dimanfaatkan untuk  kesejahter- 
aan masyarakat dan     memberantas kemiskinan. 
Besarnya potensi    zakat   yang   belum  tergali secara 
maksimal   ini   menjadi    perhatian   pemerintah,   se- 
hingga   pengelolaan zakat dipandang sebagai  kebu- 
tuhan  yang perlu untuk diundang-undangkan.  Untuk 
mewujudkan tersebut,  masyarakat dituntut  untuk ikut 
serta didalamnya dengan cara menyadari akan  pent- 
ingnya  membayar zakat khususnya ke lembaga yang 
telah dibentuk  pemerintah. 
Pengelolaan zakat  yang  dilakukan  oleh  lembaga 
pengelola zakat  yang  memiliki kekuatan hukum  for- 
mal memiliki beberapa keuntungan: Pertama, untuk 
menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 
Kedua,   untuk menjaga  perasaan  rendah  diri  para 
mustahik    zakat   apabila    berhadapan langsung  un- 
 
 
13Kementerian  Agama  RI, Kompilasi  Peraturan Dan  Standar   Penga- 
wasan  Umum Lembaga  Zakat, h. 11 
14Kementerian  Agama  RI, Kompilasi  Peraturan Dan  Standar   Penga- 
wasan  Umum Lembaga  Zakat, h. 18 
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tuk  menerima zakat  dari  para  muzakki.  Ketiga,  un- 
tuk mencapai efisiensi dan  efektivitas,  serta  sasaran 
yang  tepat  dalam  penggunaan harta  zakat  menurut 
skala prioritas yang ada pada  suatu tempat.  Keempat, 
untuk  memperlihatkan syiar  Islam  dalam  semangat 
penyelenggaraan pemerintahan  islami.  Sebaliknya, 
jika zakat diserahkan langsung  dari  muzakki kepada 
mustahiq, meskipun  secara  hukum  syari   ah  adalah 
sah,  akan  tetapi  disamping  akan  terabaikannya hal- 
hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, 
terutama yang berkaitan  dengan kesejahteraan umat 
akan sulit diwujudkan. 
Sesuai  dengan amanat Undang-Undang Nomor 
23 Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Zakat pasal  16 
ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksana- 
kan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, 
BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit 
Pengumpulan Zakat (UPZ) pada  instansi pemerintah, 
badan usaha  milik negara, badan usaha  milik daerah, 
perusahan swasta  dan  perwakilan  Republik  Indone- 
sia di luar negeri  serta  dapat membentuk UPZ pada 
tingkat   kecamatan,  kelurahan  atau   nama   lainnya 
dan  tempat  lainya.  Pembentukan UPZ pada  instansi 
yang  menjadi  kewenangan BAZNAS Kabupaten Re- 
jang Lebong  dalam  pengumpulan   dana     ZIS   dari 
para   muzakki   telah   dibentuk    setelah BAZNAS 
Kabupaten Rejang   Lebong   mengadakan   sosialisasi 
Undang- Undang   No.  23  Tahun   2011   Tentang 
Pengelolaan   Zakat    kepada Dinas/Badan/Kantor di 
wilayah Kabupaten Rejang Lebong  tersebut. 
Pada  pasal 6 Undang-Undang No. 38 Tahun  1999 
disahkan pembentuk badan amil zakat di tingakat ke- 
camatan yang bertugas dan berfungsi untuk mengelo- 
la zakat  di  wilayah  tingkat  kecamatan. Tetapi  pada 
Undang-Undang No. 23 Tahun  2011  tentang  badan 
amil zakat Kecamatan telah ditiadakan. Sehingga  un- 
tuk itu, dibentuklah UPZ di tingkat  kecamatan yang 
bertugas  untuk  membantu pengumpulan zakat  dan 
infak/sedekah di tingkat  kecamatan dan wajib  meny- 
etorkan  dana  zakat yang  dikumpul  kepada BAZNAS 
Kabupaten/Kota setempat. 
Lebong  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya 
di biayai oleh APBD pemerintah Rejang Lebong  ses- 
uai dengan Peraturan Daerah  Kabupaten Rejang Le- 
bong Nomor  9 Tahun  2013  tentang  Pengelolan Zakat 
yang mana   pada   pasal   20  ayat   1  yang   berbunyi 
“dalam   melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupat- 
en    sebagaimana dimaksud dalam  pasal 5 dibiyayai 
dengan APBD dan Hak Amil”. 
 
2.  Implikasi   Undang-Undang   No.   23   Tahun 
2011   Terhadap   Pengelolan Zakat di Kabu- 
paten Rejang Lebong 
1.   Pengumpulan Zakat 
Pengumpulan  merupakan  langkah   penting   dan 
sakral dalam  pengelolaan  zakat,   tanpa   ada   peng- 
umpulan yang  baik  maka pendistribusian zakat tidak 
akan  berjalan  dengan baik pula.  Pengumpulan zakat 
adalah : kegiatan  perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan  pengawasan terhadap pengumpu- 
lan zakat yang terdiri atas zakat mal dan infak.  Untuk 
mewujudkan pengumpulan  yang  baik  maka   perlu 
ada  strategi yang  digunakan sehingga  nantinya pen- 
gumpulan dapat berjalan  optimal.   Sebenarnya tidak 
ada  peraturan tentang    konsep    strategi  yang  baku 
yang  menjadi  acuan secara  nasional  baik digunakan 
oleh  BAZ maupun LAZ untuk  strategi  pengumpulan 
zakat. Namun, secara  umum  langkah-langkah mana- 
jemen pengumpulan strategi dana  zakat, dapat diklas- 
ifikasikan kepada tiga cara: 
a. Meningkatkan   kepercayaan  kepada  BAZ/LAZ 
(Meningkatkan kinerja, SDM, program tepat  guna 
dan transparansi). 
b. Meningkatkan    kesadaran   masyarakat   untuk 
membayar zakat  (Memanfaatkan  media   seba- 
gai  sosialisasi  dan  informasi).  Metode  ini sangat 
efektif namun menggunakan biaya    yang   besar, 
memberikan dorongan kepada muzakki  memba- 
yar zakat, menyurati muzakki (direct mail)  berupa 
ajakan   kepada  calon   muzakki   dengan  melam- 
pirkan  brosur  atau  proposal, metode ini bersifat 
konvensional, dipandang kurang  efektif jika tidak 
diikuti pendekatan   personal,   keanggotaan mu- 
zakki menjadikan muzakki sebagai  donatur tetap. 
c. Menerapkan sistem manajemen modern dalam 
pengelolaan   zakat  (seperti:  menggunakan IT se- 
bagai basis pengelolaan, pengawasan melekat dan 
melakukan kemudahan  dalam   bayar   zakat   ke- 
pada  muzakki  melalui  ATM, transfer  Bank,  debit 
card,   zakat  online (melalui email),   SMS  charity, 
jemput    zakat,  konter    layanan zakat,  konsultasi 
zakat serta lainnya). 
Dari  data  yang  penulis  dapatkan bahwa   strategi 
penghimpunan zakat,  infak/sedekah  yang  telah  di- 
lakukan  BAZNAS Kabupaten Rejang  Lebong  selama 
ini adalah sebagai  berikut ini : 
a.  Muzakki    mengantarkan   sendiri    zakatnya     ke 
kantor  BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong  untuk 
dikelola sesuai dengan Undang-  Undang. Muzakki 
berhak   untuk  mendapatkan tanda bukti  setoran 
atas zakat   yang   telah   diterima    oleh   BAZNAS 
Kabupaten   Rejang Lebong.129 Hal itu bertujuan 
untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi  BA- 
ZNAS Kabupaten Rejang Lebong  dalam  hal 
pencatatan yang profesional. 
b.  BAZNAS   Kabupaten    Rejang    Lebong     mem- 
bentuk   UPZ  (Unit Pengumpul Zakat) di beberapa 
kecamatan,  sekolah-skolah dan   instansi  sebagai 
perwakilan  BAZNAS Kabupaten Rejang   Lebong 
untuk  mengumpulkan   zakat   pegawai/karyawan 
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di    masing-masing    instansi  tersebut.   kemudian 
harta  zakat,  infak dan    sedekah yang   terkumpul 
dilakukan  sentralisasi pengelolaan BAZNAS Kabu- 
paten  Rejang Lebong. 
c.  BAZNAS  Kabupaten Rejang   Lebong   membuka 
Rekening   di Bank Bengkulu,  BRI dan  Bank Mua- 
malat  Curup  sebagai  mitra  dalam  pengumpulan 
zakat. Sehingga para Muzakki yang ingin menyalur- 
kan  zakat,  infak dan  sedekah tidak  harus  datang 
kantor  BAZNAS Kabupaten Rejang  Lebong,yaitu 
untuk  rekening  zakat     di Bank  Bengkulu  nomor: 
01.10.005436 dan  rekning zakat di Bank BRI Unit 
Sukowati   Curup      nomor:   3391-01-01-013485- 
53-4  kemudian rekning  zakat  di Bank  Muamalat 
Curup  nomor:  0000848484. 
d.  BAZNAS  Kabupaten Rejang  Lebong   menyedia- 
kan layanan jemput  zakat bagi muzakki yang ingin 
agar  zakatnya  dijemput  di rumah  atau  di instansi. 
Jadi tugas pokok BAZ disini adalah mengumpulkan 
dana  zakat dari muzakki baik perorangan maupun 
badan, yang dilakukan  oleh bagian  pengumpulan 
atau    melalui   UPZ  yang   sudah   dibentuk   den- 
gan pemotongan   gaji    secara    langsung.     Atau 
Muzakki    tersebut     dapat melakukan penyetoran 
dana  zakatnya langsung ke rekening BAZNAS atau 
langsung  ke kantor  BAZNAS dengan mengguna- 
kan  Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang  telah  disiap- 
kan oleh BAZNAS sebagai  tanda terima. 
 
Zakat merupakan salah satu sumber  dana  umat Is- 
lam yang  diharapkan dapat mewujudkan kesejahter- 
aan,  keadilan  sosial dan  mengurangi angka  kemiski- 
nan.  Sehingga  kesadaran masyarakat dituntut  untuk 
membayarkan  zakat  melalui  lembaga Badan  Amil 
Zakat yang telah dibentuk  pemerintah. Walapun 
pengelolaan   zakat   telah    diundang-   undangkan 
tetapi kenyataanya masyarakat muslim Indonesia 
masih  banyak   yang  tidak  membayarkan zakatnya 
ke  lembaga  yang  dibentuk   pemerintah.    Artinya 
peran  yang  dimainkan pemerintah dalam pen- 
gelolaan  zakat  dipandang belum  berhasil  dan  be- 
lum mendapat tempat  di  masyarakat  secara   mak- 
simal.   Khususnya   bagi   masyarakat  muslim yang 
berada di Kabupaten Rejang Lebong.  Secara  umum 
menyebutkan bahwa  sumber  dana  zakat dan  infak/ 
sedekah yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Ka- 
bupaten Rejang  Lebong  berasal  dari  pegawai  neg- 
eri, pekerja  swasta,  DPRD dan  masyarakat umum. 
Untuk  mengetahui perkembangan  dana  zakat  dan 
infaq/ sedekah yang terkumpul  di BAZNAS Kabupat- 
en  Rejang  Lebong  dari  tahun  2011  s/d 2016    dapat 
dilihat table di bawah  ini: 
 ƒ„‡  
ʹ  
                       
                  
  
     










3. Kendala  dan  Strategi  Yang  Dihadapi  BAZ- 
NAS  Kabupaten  Rejang Lebong Dalam Pen- 
gelolaan Zakat 
Dengan   adanya hukum   positif  yang  telah  dike- 
luarkan  pemerintah tentang  pengelolaan zakat  yaitu 
Undang-undang No. 23 Tahun  2011 sebagai penyem- 
purna  Undang-Undang terdahulu No. 38 tahun  1999 
telah  mengokohkan badan amil  zakat  sebagai  pen- 
gelolah  zakat  yang  sah  baik  itu sifatnya  pemerintah 
maupun sifatnya  swasta.  Sekalipun  demikian,  legiti- 
masi  Undang-Undang  tersebut,    tidak   serta   merta 
bisa   diterapkan   begitu   saja,  namun   memerlukan 
faktor  lain  yang   ikut  terlibat  di  dalamnya. Sebab 
pelaksanaan zakat tidaklah efisien bila tidak berdiri di 
atas dua faktor; faktor intern dan faktor ekstern. 
Peran  ekstern diperankan pemerintah sebagai  reg- 
ulator,  motivator, organisator dan  peran    lain   yang 
mendukung dinamika dan perkembangan zakat secara 
lebih baik. Sedangkan faktor intern berupa kesadaran 
spritual  dan  pemahaman individu  muslim  terhadap 
kewajiban  zakat  dan  nilai-nilai sosial.  Lebih  jelasnya 
pelaksanaan zakat merupakan tanggungjawab seluruh 
elemen  masyarakat dan pemerintah. 
Untuk pengumpulan zakat, sebagaimana diketahui 
adalah kegiatan  paling  urgen  dalam  sebuah Badan/ 
Lembaga pengelolaan zakat,  karena  tanpa  kegiatan 
tersebut   sebuah  badan  pengelola zakat  tidak  akan 
berjalan.  Mengumpulkan yang dimaksud di sini sebe- 
narnya  bukan  hanya  dana  zakat saja,  masih  ada  be- 
berapa dana  lain dari  masyarakat yang  juga  masuk 
dalam   wewenang Badan  Amil  Zakat,   yaitu  infaq, 
sedekah, hibah,  waris, wasiat dan kafarat. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil   penelitian    dan   pembahasan 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai  beri- 
kut : 
Pertama,   Implementasi  Undang-Undang  No.  23 
Tahun  2011  dalam  pengelolaan zakat pada  BAZNAS 
Kabupaten Rejang  Lebong  dalam  melaksanakan tu- 
gas  dan   fungsinya   mengimplementasikan  UU  No. 
23  Tahun   2011   Tentang   Pengelolaan  Zakat  dalam 
hal  penamaan organisasi,   kepengurusan  organisasi, 
pengumpulan,  pendistribusian dan   pendayagunaan 
zakat sudah  berjalan  sesuai dengan amanat Undang- 
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Undang, hal itu dimulai sejak tahun  2012  - 2016  ber- 
dasarkan data  laporan  tahunan BAZNAS Kabupaten 
Rejang  Lebong.  Kedua,    adapun implikasi  pelaksa- 
naan   Undang-Undang No.  23  Tahun   2011  tentang 
pengelolaan  zakat   di   Kabupaten   Rejang   Lebong 
sudah   memberikan pengaruh  yang  positf.  Terbukti 
dengan dana  zakat, infak dan  sedekah yang diterima 
oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong pada  tahun 
2012  sampai  dengan tahun  2016  terjadi peningkatan 
dan  dana  zakat, infak dan   sedekah    tersebut   telah 
didistribusikan    kepada  mustahiq    baik   dalam  ben- 
tuk penyaluran konsumtif  maupun produktif.  Ketiga, 
adapun dalam  mengimplementasikan UU No. 23 Ta- 
hun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian 
zakat BAZNAS Rejang Lebong menghadapi beberapa 
kendala, diantaranya, adalah : 
a.   Sebagian   masyarakat   menganggap   BAZNAS 
Kab. Rejang Lebong sama dengan  organisasi 
kemasyarakatan padahal  BAZNAS  adalah  lem- 
baga resmi pemerintah yang  diatur oleh Undang- 
undang   dan  sebagian   lagi masyarakat kurang 
percaya   terhadap  pemerintah dalam   mengurus 
zakat, khususnya BAZNAS Kabupaten Rejang Le- 
bong. 
b.   Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang 
kewajiban  zakat dan membayar zakat melalui BA- 
ZNAS Kabupaten Rejang Lebong. 
c.   Sebagaian  besar   Dhuafa   menganggap  bantu- 
an   BAZNAS  adalah konsumtif   sehingga    para 
penerima  zakat   produktif    sulit   untuk berkem- 
bang menjadi  produktif. 
d.   Belum  adanya sanksi  bagi  muzakki  yang  tidak 
membayar zakat. 
e.   Masih  kurangnya dukungan  sebagian pimpinan 
Dinas/Instansi  terhadap lembaga zakat untuk 
membayar zakat 2,5 %. 
Adapun Strategi yang diupayakan   BAZNAS 
Kabupaten   Rejang  Lebong  dalam  pengelolan zakat 
yaitu : 
1.   Dalam  mengelola  zakat BAZNAS Kabupaten Re- 
jang Lebong  menjalin  kerjasama dengan Pemer- 
intah  Kabupaten Rejang  Lebong  sehingga  diter- 
bitkan Peraturan Daerah  Kabupaten    Rejang 
Lebong   Nomor   9 Tahun  2013  Tentang  Pengelo- 
lan  Zakat  dan  Peraturan Bupati  Rejang  Lebong 
Nomor 36 Tahun  2014 tentang  Pelaksanaan Pera- 
turan Daerah  Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 
Tahun  2013. 
2.   Upaya   yang   dilakukan   BAZNAS  dalam   men- 
gelola   zakat,    infak dan  sedekah yaitu  dengan 
cara  sosialisai  melalui  ceramah,  khutbah jumat 
serta kerjasama dengan tokoh  agama dan  tokoh 
masyarakat yang ada  di Kabupaten Rejang  Leb- 
ong. 
3.   Mustahiq   yang   enggan    mengembalikan dana 
zakat  produktif   maka  untuk dana  kelanjutannya 
tidak diberikan  lagi. 
4.   Upaya   yang   dilakukan   pihak   BAZNAS  Kabu- 
paten   Rejang   Lebong  dalam  mengatasi kurang- 
nya  kesedian   berzakat  yaitu  memohon kepada 
bapak     Bupati  agar  dapat   membuat   teguran 
kepada Instansi/Lembaga dan  masyarakat yang 
tidak membayar zakat. 
5.   Dan   pengurus  BAZNAS  mengajukan  permo- 
honan  kepada Bapak Bupati untuk memberi 
kendaraan oprasional BAZNAS demi kelancaran 
dalam  mengelola  zakat, infak dan sedekah. 
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